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Tak Ada Dugaan Praktik
Transaksional di BPK

Saat Lakukan Pemeriksaan
Keuangan Pemerintahan

PALU - Isu mengenai ad-
‘anya praktik transaksional,
yang dilakukan BPK dengan
pemerintah daerah, demi
mendapatkanpredikatWajar
Tanpa Pengecualian (WTP),
dibantahhabis-habisanoleh
Anggota IV Badan Pemerik-
saKeuangan (BPK) Republik
Indonesia, DR Ali Masykur
Musa MSi MHum.
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Ditemuiusaimemberikanma-
teri di hadapan civitas akademi-
kaUntad Kamis kemarin (7/11),
mantan Ketua Fraksi PKB DPR-
RI tersebut, menampik dugaan
dan isu, yang menyebutkan ka-
lau BPK melakukan transak-
si dengan pemerintah daerah
yang sedang diperiksa, demi
mendapatkan predikat WTP
dari BPK.

“Tidak benar, kalau ada
isu yang mengatakan bahwa
BPK melakukan praktik tran-
saksional dengan pemerin-
tah daerah yang menjadi objek
pemeriksaan,”kata Ali Masykur
Musa, ditemui usai paparan di
gedung IT Centre Untad, Kamis
kemarin (7/11).

Diakuinya, denganwewenang-
nya, BPK sangat berpeluang
melakukan praktik transak-
sional. Namun sekali lagi, ket-
ua ikatan sarjana Nadhatul Ula-
ma (NU) tersebut, mengatakan
sangat mustahil bagi BPK untuk
melakukan praktik tidak terpu-
ji tersebut. Selain diikat dengan
integritas, dalam BPK juga me-
miliki aturan dan standar yang
ketat, yang memperkecil pelu-

ang terjadinya praktik transak-
sional tersebut.

“Kita (BPK) memiliki stan-
dar yang ketat, serta melalui
review secara berjenjang. Se-
lain itu, dalam pemeriksaan,
dokumen tidak boleh dihilan-
gkan. Proses pemeriksaan,
juga dilakukan secara teliti dan
berjénjang,”katanya.

Selainadanyastandaryangket-
at, serta review yang berjenjang,
BPK RI, juga mendapat penga-
wasan dari lembaga BPK inter-
nasional. Dengan adanyasistem
yangketattersebut,sehinggapel-
uang praktik transaksional, san-
gatsulitdilakukan oleh BPKden-
gan pemerintah daerah yang
menjadi objek pemeriksaan.

Ali Masykur Musa, juga men-
jawab soal adanya sorotan ha-
sil pemeriksaan yang mene-
tapkan suatu daerah dengan
predikat Wajar Tanpa Pengec-
ualian (WTP), namun ternyata
masih memiliki masalah den-
gan asetnya. Kata Ali Masykur
Musa, BPK memiliki standar,
bahwa masalah aset, jika ma-
sih di bawah 3 persen dari total
aset lembaga atau pemerintah

. yang menjadi objek pemerik-

saan, maka masih berpeluang
untuk mendapatkan predikat

penilaian WTP.

“Contohnya, Kementerian
Pekerjaan Umum, ada sekitar
Rp24 miliar asetnya yang ma-
sih bermasalah, dari total Rp73
triliun. Masih di bawah 3 pers-
en, sehingga PU masih bisa
mendapatkan WTP,”sebutnya.

Mengenaiadanyakepaladae-
rah yang tersandung kasus hu-
kum, padahalsebelumnyadae-
rah yang dipimpinnya meraih
predikat WTP, hal itu diakui
oleh AliMasykur Musa. Namun
fakta tersebut, tidak serta mer-
ta memberikan indikasi, kalau
penilaian BPK dan memberi-
kan predikat WTP salah. Sebab
katanya, antara kasus hukum
yang menimpa seorang kepala
daerah, tidakadahubungannya
denganhasilpemeriksaanyang
dilakukan BPK.

“Kasushukumituadalahma-
salah pelanggaran pidana. Ka-
lau kamiadalah melakukan tu-
gas pemeriksaan, untuk meli-
hatapakahpenggunaankeuan-
gan negaranya sudah benar
atau tidak. Namun saya me-
mang juga memiliki pemiki-
ran, sekiranya kepala daerah
yang daerahnya’ dinyatakan
WTP, tidak perlu ada penyeli-
dikan hukum,”tandasnya.(hnf)




